
BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

2.

DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan saat ini sehingga
perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4750);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun3.
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4);



4. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR_ 37
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG.

PasalI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016
Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Setda, terdiri atas:
a. Sekda;
b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan:
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b) Sub Bagian Pertanahan dan Penataan

Wilayah; dan
c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan

Desa.
2. Bagian Hukum, membawahkan:

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan SDM;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Sub Bagian Keagamaan.

c.Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum,
membawahkan:
1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

membawahkan:
a) Sub Bagian Perekonomian,;
b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan,

Monitoring dan Pelaporan; dan
c) Sub Bagian Pengadaan dan Jasa.

2. Bagian Organisasi dan Humas, membawahkan:
a) Sub Bagian Organisasi;
b) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan



c) Sub Bagian Perpustakaan dan Kepegawaian.
3. Bagian Umum, membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c) Sub Bagian Protokol.

(2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1!

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

a. Sekretaris Dewan;
b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
membawahkan:
1. Sub Bagian Kajian dan Perundang-undangan;

dan
2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan,
membawahkan:
1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran; dan
2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD
sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:

1. Seksi Kurikulum & Peserta Didik Pendidikan
Dasar;

2. Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar; dan

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar.



d. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman,;
2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.

e. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal,
membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Paud dan

Pendidikan Non Formal;
2. Seksi Kelembagaan & Sarana Prasarana Paud

dan Pendidikan Non Formal; dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud

dan Pendidikan Non Formal.
f. Unit Pelaksanan Teknis (UPT); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM,

membawahkan:
1. Seksi Pengembangan, Pembinaan dan

Pengawasan Industri; dan
2. Seksi Koperasi dan UKM.

d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Pergembangan Perdagangan dan

Distribusi;
2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Bina

Usaha.
e. Unit Pelaksanan Teknis (UPT); dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



5. Ketentuan Pasal 37 diubah; sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37
(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal,

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

g.

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
1. Seksi Data Informasi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
2. Seksi Perencanaan Pengembangan dan

Promosi Penanaman Modal.
Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
1. Seksi Penempatan dan Pelatihan

Ketenagakerjaan; dan
2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan

d.

Jamsosnaker.
Bidang Transmigrasi, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan, Pemberdayaan dan

e.

Pelayanan Masyarakat; dan
2. Seksi Pemukiman, Perpindahan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dan
2. Seksi Pelayanan Non Perizinan Usaha.
Kelompok Jabatan Fungsional.

£.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman
Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah,; sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41
(1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan
Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa,
membawahkan:
1. Seksi Ketahanan Masyarakat; dan
2.Seksi Pengembangan Sumberdaya Aparatur

Desa dan Teknologi Tepat Guna.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; dan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

e. Bidang Sosial, membawahkan:
1. Seksi Daya Sosial dan Penanggulangan Fakir

Miskin; dan
2. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan

Rehabilitasi Sosial.
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas ___ Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan

Perhubungan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak

Lingkungan; dan
2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.

d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
2. Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

e. Bidang Pengendalian dan Pencemaran
Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan; dan
2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Perhubungan:
1. Seksi Perhubungan Darat; dan



2. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai.
g. UPTD Kebersihan dan Pertamanan, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 57
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan

Perikanan, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pertanian, membawahkan:

1. Seksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Perkebunan; dan
3. Seksi Hortikultura.

d. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,
membawahkan:
1. Seksi Ketahanan Pangan; dan
2. Seksi Penyuluhan.

e. Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Produksi Perikanan;
2. Seksi Perlindungan Sumberdaya Perikanan;

dan
3. Seksi Penguatan Daya Saing Kelautan dan

Perikanan.
f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

membawahkan:
1. Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet,

Pengelolahan dan Pemasaran
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasali 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri atas:



a. Kepala Badan;
Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program dan

Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan, Pendanaan, Data

dan Informasi; dan
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan
d. Bidang Pembangunan Manusia dan Sumber Daya

Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,
membawahkan:
1. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan SDA;

dan
2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan,
membawahkan:
1. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan

Pemerintahan; dan
2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69
(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, terdiri

atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai,

membawahkan:
1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai;
2. Sub Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja

Pegawai; dan
3. Sub Bidang Informasi, Data dan Dokumen

Pegawai.
d. Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur,

membawahkan:

b.



1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Evaluasi
Diklat;

2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pegawai; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I]
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 September 2017

A
BUPATI TIDUNG,

NDUN

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 05 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPA TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN. 2017 NOMOR 53



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN1

nom
or

53
TAH

U
N

2017
SEKRETARIAT

D
AERAH

TEN
TAN

G
PERU

BAH
AN

ATAS
PERATU

RAN
BU

PATI
N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

BU
PATI

]|

SEKRETARIS
D
AERAH

STAF
AH

LI
ASISTEN

ASISTENT
ASISTEN

_PEM
ERIN

TAH
AN

D
AN

ASISTEN
AD

M
IN
ISTRASI

I

|
I

_}
L

i
l

BAG
IAN

BAG
IAN

BAG
IAN

BAG
IAN

BAG
IAN

BAG
IAN

AH
AN

KESEJAH
TERAAN

PEREKO
N
O
M
IAN

D
AN

O
RG

AN
TSASI

D
AN

TATA
PEM

ERIN
T.

H
U
KU

M
RAKYAT

PEM
BAN

G
U
N
AN

H
U
M
AS

U
H
U
M

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PERATU

RAN
PEN

D
ID
IKAN

,
on

L|
PEM

ERIN
TAH

AN
U
M
U
M

PERU
N
D
AN

G
-

KESEH
ATAN

D
AN

Pe
Prarie

TATA
U
SAH

A
D
AN

U
N
D
AN

G
AN

SO
M

KEARSIPAN

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PERTAN

AH
AN
D
AN

SU
B

BAG
IAN

LL)
KESEM

AH
TERAAN

PEN
G
EN

D
ALIAN

BU
N
G
AN

SU
B

BAG
IAN

PEN
ATAAN

W
ILAYAH

BAN
TU

AN
H
U
KU

M
SO

SIAL
PEM

BAN
G
U
N
AN

,
M
ASYARAKAT

RU
M
AH

T.

M
O
N
ITO

RIN
G

D
AN

y,
PELAPO

RAN
74

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
|

_
PEM

ERIN
TAH

Te
SU

B
BAG

IAN
L|

SU
B
BAG

IAN
Ls

an
BAG

IAN

KECAM
ATAN

D
AN

D
ESA

EN
TASI

H
U
RL

KEAG
AM

AAN
SU

B
BAG

IAN
KEPEG

AW
AIAN

O
70

PEN
G
AD

AAN
D
AN

JASA

BU
P

D
U
N
G
,

i

Bi



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN

II

SEKRETARIAT
D
PRD

N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS'

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

BAG
IAN

BAG
IAN

BAG
IAN

U
M
U
M

D
AN

KEU
AN

G
AN

PERSID
AN

G
AN

D
AN

FASILITAS
PERU

N
D
AN

G
AN

-
PEN

G
AN

G
G
ARAN

D
AN

U
N
D
AN

G
AN

PEN
G
AW

ASAN

a
SU

B
BAG

IAN
|

U
M
U
M

SU
B
BAG

IAN
4

KAJIAN
D
AN

PERU
N
D
AN

G
-

SU
B
BAG

IAN
U
N
D
AN

G
AN

|
PRO

G
RAM

D
AN

KEU
AN

G
AN

SU
B
BAG

IAN
FASILTAS

PEN
G
AW

ASAN

SEKRETARIS
D
EW

AN

SU
B
BAG

IAN
FASILITAS

PEN
G
AN

G
G
ARAN

SU
B
BAG

IAN
PERSID

AN
G
AN

,
RISALAH

D
AN

PU
BLIKASI

U
N
G

AH



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN

III
D
IN
AS

PEN
D
ID
IKAN

N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

-
O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT
al

J
|

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PEREN

CAN
AAN

PRO
G
RAM

D
AN

KEU
AN

G
AN

U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

{
|

Tt

BID
AN

G
BID

AN
G

BID
AN

G

PEN
D
ID
IKAN

D
ASAR

KEBU
D
AYAAN

PAU
D

D
AN

PEN
D
ID
IKAN

N
O
N

FO
RM

AL

—
—
—
___._]

'
___

dd
SEKSI

SEKSI
SEKSI

7
KU

RIKU
LU

M
&
PESERTA

D
ID
IK

+
AG

AR
BU

D
AYA

D
AN

|_]KU
RIKU

LU
M

D
AN

PESERTA
D
ID
IK

PEN
D
ID
IKAN

D
ASAR

PERM
U
SEU

M
AN

PAU
D

D
AN|PEN

D
ID
IKAN

N
O
N

SEKSI
SEKSI

SEKSI
|

_
KELEM

BAG
AAN

&
SARAN

A
|

SEJARAH
, TRAD

ISI
D
AN

KELEM
BAG

AAN
&
SARAN

A
PRASARAN

A
PEN

D
ID
IKAN

D
ASAR

KESEN
IAN

PRASARAN
A
PAU

D
D
AN

PEN
D
ID
IKAN

N
O
N
FO

RM
AL

|
SEKSI

PEN
D
ID
IK

D
AN

TEN
AG

A
=

SEKSI
SEKSI

KEPEN
D
ID
IKAN

|PEN
D
ID
IKAN

TEN
AG

A
KEBU

D
AYAAN

PEN
D
ID
IK

D
AN

TEN
AG

A

KEPEN
D
ID
IKAN

PAYD
D
AN

|

KELO
M
PO

K
JABATAN

-
|

U
N
IT

PELAKSAN
A
TEKN

IS
"I

FU
N
G
SIO

N
AL

<j
(U
PT)

BU
PATLTAN

A
TID

U
N
G



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

D
IN
AS

PERIN
D
U
STRIAN

,
PERD

AG
AN

G
AN

,
KO

PERASI
D
AN

U
KM

KEPALA

LAM
PIRAN

IV
N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G
PERU

BAH
AN

ATAS
PERATU

RAN
BU

PATI
N
O
M
O
R
37

TAH
U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

SEKRETARIAT
]

SU
B
BAG

IAN
PEREN

CAN
AAN

PRO
G
RAM

D
AN

KEU
AN

G
AN

|

SU
B
BAG

IAN
U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

U
N
IT

PELAKSAN
A
TEKN

IS
(U
PT)

BID
AN

G
PERD

AG
AN

G
AN

BID
AN

G
PERIN

D
U
STRIAN

,
KO

PERASI
D
AN

U
KM

SEKSI
PEN

G
EM

BAN
G
AN

,
PEM

BIN
AAN

D
AN

PEN
G
AW

ASAN
IN
D
U
STRI

SEKSI
KO

PERASI
D
AN

U
KM

SEKSI

PEN
G
EM

BAN
G
AN

PERD
AG

AN
G
AN

D
AN

BTSM
W
EG

EIW
I J

SEKSI
PERLIN

D
U
N
G
AN

KO
N
SU

M
D
AN

BIN
A
U
SAH

A

BU
P.

N
A
TID

U
N
G
,



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN

V

D
IN
AS

PEN
AN

AM
AN

M
O
D
AL, TEN

AG
A
KERJA, TRAN

SM
IG
RASI

N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017

D
AN

PELAYAN
AN

TERPAD
U

SATU
PIN

TU
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT

l
}

ji

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN

PEREN
CAN

AAN
U
M
U
M

D
AN

PRO
G
RAM

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

_t
TL

T
l

BID
AN

G
BID

AN
G

BID
AN

G
PELAYAN

AN
TERPAD

U

PEN
AN

AM
AN

M
O
D
AL

TEN
nG

a
W
ERIA

TRAN
SM

IG
RASI

SATU
PIN

TU
TF

SEKSI
SEKSI

|_|
D
ATA

IN
FO

RM
ASI

D
AN

—
_—

_
PELAYAN

AN
PERD

IN
AN

PEN
G
EN

D
ALIAN

PEM
U
KIM

AN
, PERPIN

D
AH

AN
U
SAH

A

PELAKSAN
AAN

PEN
AN

AM
AN

SEKSI
D
AN

PEN
G
EM

BAN
G
AN

2

M
O
D
AL

PEN
EM

PATAN
D
AN

KAW
ASAN

TRAN
SM

IG
RAS!

L.

~
PELATIH

AN
SEKSI

KETEN
AAKERJAAN

YAN
AN

N
O
N

PERD
JIN

AN

SEKSI
U
SAH

A

SEKSI
PEM

BIN
AAN

,
PEM

BERD
AYAAN

D
AN

+>
PEN

G
CEM

BAN
CAN

D
AN

on
SEKSI

PELAYAAN
M
ASYARAKAT

PRO
M
O
SI

PEN
AN

AM
AN

PEM
BIN

AAN
H
U
BU

N
G
AN

IN
D
U
STRIAL

D
AN

JAM
SO

SN
AKER

BA
hs

ELE
BldP;

IZ
D
p

\t

SEKSI

N
T

D
U
N
SYA\



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

D
IN
AS

SO
SIAL,

PEM
BERD

AYAAN
M
ASYARAKAT

D
AN

D
ESA

LAM
PIRAN

VI
N
O
M
O
R
53

TAH
U
N

2017
TEN

TAN
G
PERU

BAH
AN

ATAS
PERATU

RAN
BU

PATI
N
O
M
O
R
37

TAH
U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT

if

[
|

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PEREN

CAN
AAN

PRO
G
RAM

D
AN

U
M
U
M

D
AN

KEU
AN

G
AN

KEPEG
AW

AIAN
I

BID
AN

G
KETAH

AN
AN

M
ASYARAKAT

D
AN

PEN
G
EM

BAN
G
AN

BID
AN

G
BID

AN
G

SU
M
BERD

AYA
APARATU

R
PEM

BERD
AYAAN

M
ASYARAKAT

SO
SIAL

A

SEKSI
SEKSI

SEKSI
KETAH

AN
AN

M
ASYARAKAT

PEM
BERD

AYAAN
PEREM

PU
AN

D
AN

AYA
SO

SIAL
D
AN

PEN
AN

G
G
U
LAN

G
PERLIN

D
U
N
G
AN

AN
AK

FAKIR
M
ISKIIS

yi
L.

SEKSI

|_|
PEN

G
EM

BAN
G
AN

SU
M
BERD

AYA
|

SEKSI
SEKS!

APARATU
R
D
ESA

D
AN

TEKN
O
LO

G
I

PEM
BERD

AYAAN
M
ASYARAKAT

D
ESA

—
PERU

N
D
U
N
G
AN

JAM
IN
AIYSO

SIAL
D
AN

TEPAT
G
U
N
A

REH
ABILITAS!

TAL

U
N
IT

PELAKSAN
A
TEKN

IS
(U
PT)

D
U
N
G
,

H
.
U
N
D
U
N
SYAH



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

D
IN
AS

LIN
G
KU

N
G
AN

H
ID
U
P
D
AN

PERH
U
BU

N
G
AN

LAM
PIRAN

VII
N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT

{

i!
l

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PEREN

CAN
AAN

PRO
G
RAM

D
AN

KEU
AN

G
AN

U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

C
)

}
—

BID
AN

G
BID

AN
G

BID
AN

G
BID

AN
G

PEN
G
EN

D
ALIAN

D
AN

PERH
U
BU

N
LAAN

PEN
ATAAN

D
AN

PEN
AATAN

PEN
CEM

ARAN
LIN

G
KU

N
G
AN

BU
N
G
AN

83bay
PERLIN

D
U
N
G
AN

H
ID
U
P

—
_—

—
_—

J
PEN

G
ELO

LAAN
LIN

G
KU

N
G
AN

—
—

—
_____J

H
ID
U
P

a
SEKSI

pence
D
AN

PERH
U
BU

N
G
AN

D
ARAT

_—
—
__|

KERU
SAKAN

LIN
G
KU

N
G
AN

BB
dai

SEKSI
SEKSI

LAU
T

|_JPEREN
CAN

AAN
D
AN

KAJIAN
SEKSI

N
G
A

on
D
AM

PAK
LIN

G
KU

N
G
AN

=
PEM

ELIH
ARAAN

SEKSI
LIN

G
KU

N
G
AN

H
ID
U
P

pe
RATAN

KAASITAS

SEKSI
U
N
ITPELAKSAN

A
TEKN

IS

LJ
PEN

G
AD

U
AN

D
AN

U
PATIT

p

PEN
EG

AKAN
H
U
KU

M
B

W
y

,yy
PU

-
U
N
D
U
N
SYA

PEN
G
ELO

U
M
BAHSEKS)

PEN
G
EL

PERH
U
BU



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

D
IN
AS

PERTAN
IAN

,
PAN

G
AN

D
AN

PERIKAN
AN

LAM
PIRAN

VIII
N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R
37

TAH
U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT

|

[
j

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN

ides
reno

U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

{
I

t
}

BID
AN

G
BID

AN
G

BID
AN

G
BID

AN
G

PERTAN
IAN

KETAH
AN

AN
PAN

G
AN

PERIKAN
AN

PETERN
AKAN

D
AN

D
AN

PEN
YU

LU
H
AN

KESEH
ATAN

H
EW

AN

|

|
SEKSI

|
SEKSI

TAN
AM

AN
PAN

G
AN

PRO
D
U
KSI

PERIKAN
AN

SEKSI

SEKSI
PERBIBITAN

D
AN

SEKSI
_KETAH

AN
AN

PAN
G
AN

PERLIN
D
U
N
CAN

SU
M
BER

PERKEBU
N
AN

D
AYA

PERIKAN
AN

SEKSI

sexs
a

SEKSI
SEKSI

KESEH
ATAN

H
EW

AN
,

7
PEN

YU
LU

H
AN

PEN
G
U
ATAN

D
AYA

SAIN
7

KESM
AVET,

H
O
RTIKU

LTU
RA

—
|KELAG

TAN
D
AN

BERIKAN
AN

PEN
G
ELO

LAH
AN

D
AN

PEM
ASARAN

U
N
IT

PELAKSAN
A
TEKN

IS

(U
PT)

BU
PATI-TAN

A
TID

U
N
G
,

U
AN

G
AN

AN
PRO

G
RAM

A,

Y
N
D
U
N
SYA



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN

IX
BAD

AN
PEREN

CAN
AAN

PEM
BAN

G
U
N
AN

D
AERAH

D
AN

LITBAN
G

N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G
PERU

BAH
AN

ATAS
PERATU

RAN
BU

PATI
N
O
M
O
R
37

TAH
U
N

2016
TEN

TAN
G
KED

U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT
1

f

PEREN
CAN

AAN
PRO

G
RAM

U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN
D
AN

KEU
AN

G
AN

!
|

BID
AN

G
BID

AN
G

BID
AN

G
PEREN

CAN
AAN

PEM
BAN

G
U
N
AN

M
AN

U
SIA

PEN
ELITIAN

D
AN

PEN
G
EN

D
ALIAAN

D
AN

D
AN

SD
A,

IN
FRASTRU

KTU
R

PEN
G
EM

BAN
G
AN

EVALU
ASI

PEM
D
AN

KEW
ILAYAH

AN
1

PEM
BAN

G
U
N
AN

D
AERAH

—
—
__}

SU
B
BID

AN
G

SU
B
BID

AN
G

|
SO

SIAL
EKO

N
O
M
I
D
AN

SU
B

PEREN
CAN

AAN
,

=
PEN

D
AN

AAN
, D

ATA
D
AN

PEM
BAN

G
U
N
AN

M
AN

U
SIA

D
AN

PEM
ERIN

TAH
AN

IN
FO

RM
ASI

SU
B
BID

AN
G

—
|
PEM

BAN
G
U
N
AN

, IN
O
VASI

D
AN

SU
B
BID

AN
G

TEKN
O
LO

G
I

PEN
G
EN

D
ALIAN

, EVALU
ASI

=
D
AN

PELAPO
RAN

SU
B
BAG

IAN
|

SU
B
BAG

IAN

1.
AH

—
SU

B
BID

AN
G

IN
FRASTRU

KTU
R
D
AN

KEW
ILAYAH

AN



BAG
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

LAM
PIRAN

X
BAD

AN
KEPEG

AW
AIAN

D
AN

PEN
G
EM

BAN
G
AN

SD
M

N
O
M
O
R

53
TAH

U
N

2017
TEN

TAN
G

PERU
BAH

AN
ATAS

PERATU
RAN

BU
PATI

N
O
M
O
R

37
TAH

U
N

2016
TEN

TAN
G

KED
U
D
U
KAN

,
TU

G
AS,

FU
N
G
SI

D
AN

SU
SU

N
AN

O
RG

AN
ISASI

PERAN
G
KAT

D
AERAH

KABU
PATEN

TAN
A
TID

U
N
G

KEPALA

SEKRETARIAT

I
Cc

1

SU
B
BAG

IAN
SU

B
BAG

IAN
PEREN

CAN
AAN

PRO
G
RAM

D
AN

KEU
AN

G
AN

U
M
U
M

D
AN

KEPEG
AW

AIAN

f
j

BID
AN

G
BID

AN
G

M
U
TASI,

PEN
G
AD

AAN
PEN

G
EM

BAN
G
AN

D
AN

IN
FO

RM
ASI

KO
M
PETEN

SI
SD

M

PEG
AW

AI
APARATU

R

—
—
—

SU
B
BID

AN
G
M
U
TASI

D
AN

SU
B
BID

AN
G
AN

ALISIS
PRO

M
O
SI

PEG
AW

AI
KEBU

TU
H
AN

D
AN

EVALU
ASI

D
IKLAT

SU
B
BID

AN
G

PEN
G
AD

AAN
SU

B
BID

AN
G

D
AN

PEN
ILAIAN

KIN
ERJA

PEN
YELEN

G
G
ARAAN

D
IKLAT

PEG
AW

AI
PEG

AW
AI

|
SU

B
BID

AN
G
IN
FO

RM
ASI,

SU
B
BID

AN
G

D
ATA

D
AN

D
O
KU

M
EN

PEN
G
EM

BAN
G
AN

KO
M
PETEN

SI

PEG
AW

AI
PEG

AW
AI

hats
w
ip,

G


	PB KTT 54-2017.pdf (p.1-9)
	Lampiran.pdf (p.10-19)

